




5.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan  analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada, maka 
penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:  
1. Penerbitan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Surabaya Gubeng 
mengalami penurunan di tahun 2015 ke tahun 2016 baik dari segi lembar 
surat maupun nilai tunggakan pajaknya yang tertera dalam surat teguran dan 
surat paksa. Dan menurunnya juga nilai tunggakan pajak yang dicairkan 
melalui surat teguran dan surat paksa. 
2. Penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP 
Pratama Surabaya Gubeng tergolong tidak efektif. Penyebab pencairan surat 
paksa tidak mencapai 100%, antara lain Penaggung Pajak tidak mengakui 
adanya utang pajaknya, Penanggung Pajak masih beranggapan bahwa 
tindakan penagihan tidak cukup hanya dengan surat teguran dan surat paksa 
saja, tetapi tindakan selanjutnya masih dimanfaatkan oleh Wajib Pajak 
untuk mengulurkan waktu dalam membayar utang pajaknya. Sebagian besar 
wajib pajak menunggak dalam membayar pajaknya yaitu karena sangat 
jarang dijumpai orang yang senatiasa membayar pajak dengan ikhas seperti 
layaknya membayar zakat. Tingkat kesadaran Wajib Pajak yang enggan 





pembangunan masih kurang yang menyebabkan masyarakat masih 
mempertanyakan besarnya pajak yang telahdibayarnya.   
3. Kontribusi penagihan pajak di Kantor Pelayanan PajakPratama Surabaya 
Gubeng tergolong sangat kurang. Kontribusi penagihan pajak dengan surat 
teguran yaitu hanya sebesar 0.109% dan 0,190% di tahun 2015 dan sebesar 
0,028% dan 0,001% di tahun 2016. Sedangkan untuk surat paksa yaitu 
hanya sebesar 0,338% dan 0,292% di tahun 2015 dan sebesar 0,073% dan 
0,010% di tahun 2016. 
5.2.  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan 
surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Maka 
saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi pihak KPP Pratama Surabaya Gubeng 
Meningkatkan jumlah pencairan atas tunggakan pajak yang tertera dalam 
surat teguran maupun surat paksa dengan cara meningkatkan upaya penagihan 
pajak aktif kepada petugas bagian seksi penagihan khususnya Juru Sita Pajak 
sehingga tagihan pajak dapat meningkat. 
2. Bagi Wajib Pajak 
Meningkatkan kesadaran dalam membayar utang pajak dan biaya 
penagihannya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan 
yaiu dengan mengikuti berbagai kegiatan dan program-program yang 





besar denda atau bunga yang akan di bayar dan dapat memudahkan juru sita pajak 
dalam melaksanakan penagihan pajak yang efektif. 
3.  Bagi Pemerintah 
Terus menerus menyelenggarakan program-program untuk menumbuhkan 
kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakan melalui kegiatan 
seminar, Workshop, atau program lainnya. 
 
5.3.  Implikasi Penelitian 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan surat teguran dan 
surat paksa akan menjadi efektif terhadap total pencairan tunggakan pajak. Hal ini 
akan berdampak pada total penerimaan negara dari sektor pajak sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penagihan pajak baik dengan surat teguran maupun surat 
paksa memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak negara yang telah 
dianggarkan pemerintah sebelumnya. Dengan meningkatnya penerimaan Negara, 
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